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ABSTRAK 

ANALISIS AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAHAN  

KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN  

SIAK SRI INDRAPURA PROVINSI RIAU 

 

Oleh :  

 

RIMA YANTI  

NIM. 12070522293 
 

Akuntabilitas publik merupakan ciri pemerintahan yang demokratis.  

Pemerintah tingkat kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintahan 

Kabupaten menjadi bagian penting untuk terciptanya pemerintahan yang 

akuntabel. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas publik di 

Kantor Camat Lubuk Dalam dan apa saja hambatan penerapannya. Metode 

penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan 

teknik pengumpulan data wawancara dengan pegawai dan tokoh masyarakat, 

observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas 

publik pemerintahan Kecamatan Lubuk Dalam di analisis melalui kerangka 

pelaksanaan akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Dalam 

akuntabilitas vertikal, telah melaksankan penyusunan LKJIP dan belum 

melakukan perbaikan pada setiap evaluasi. Akuntabilitas horizontal, telah 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menempatkan 

informasi di sekitar ruangan Kantor Camat Lubuk Dalam, seperti banner dan 

sepanduk, namun transparansi informasi yang mencakup informasi publik dan 

kegiatan instansi belum dilaksanakan. Hambatannya dalam penyebaran informasi 

dikarenakan belum adanya bagian yang bertanggungjawab dalam hal tersebut 

dan kurangnya motivasi untuk melakukan adanya perbaikan dari hasil evaluasi. 

 

Kata kunci : Akuntabilitas,vertikal, horizontal 
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BAB I    

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Salah  satu  bentuk  kewajiban  pemerintah  adalah  upaya  untuk  

mewujudkan  keseimbangan  antara  hak daerah berupa perolehan pendapatan 

daerah dengan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan Suatu urusan (Juliyanti 

2023). Akuntabilitas merupakan syarat yang terciptanya penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik menjadi demokratis dan amanah (good governance) 

(Manggaukang Raba 2020).  

Akuntabilitas publik dalam organisasi pemerintahan sendiri berarti 

memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang tindakan 

dan kinerja pemerintah. Informasi kepada pemangku kepentingan dan publik 

adalah pilar utama akuntabilitas publik. Akuntabilitas berarti bahwa suatu 

organisasi pemerintah telah menetapkan dan memiliki visi, misi, tujuan, dan 

sasaran yang jelas untuk program kerja yang telah, sedang, atau akan 

dilaksanakan. Selain itu, akuntabilitas akan membantu mengukur bagaimana 

mereka mengelola dan mempertahankan atau memegang tanggung jawab mereka 

untuk mencapai hasil (Rondonuwu, 2017). 

Akuntabilitas adalah proses jika dilihat dari pemberian pelayanan publik 

yang cepat, responsif, dan murah biaya. Kelembagaan pemerintahan yang 

menerapkan akuntabilitas publik, berarti lembaga tersebut selalu dapat 

mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik. Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah bertujuan untuk 

memberikan pelayanan yang cepat,efektif,efesien, dan nyaman kepada masyarakat 
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(Kamaruddun Sellang 2019). Terkait pelayanan publik berdasarkan Undang-

Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik Pasal 2 berbunyi “ Undang-undang tentang pelayanan publk dimaksudkan 

untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan 

penyelenggara dalam pelayanan publik” (UU RI 1945). 

Pentingnya tentang kinerja pemerintah daerah juga dinyatakan dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hal yang 

harus diperhatikan antara lain aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat 

dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta 

peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan negara.  Akuntabilitas merupakan konsep terkait dengan mekanisme 

pertanggungjawaban dari satu pihak ke pihak yang lain (Jatmiko 2020). 

Terdapat 3 fungsi utama dalam sektor publik, yakni melakukan pelayanan 

publik yang sangat vital bagi setiap kepentingan umum, dalam mendefinisikan 

kebijakan publik, dan mengelola sumber daya publik. Oleh karena itu, 

akuntabilitas pelayanan publik menjadi sangat penting untuk memastikan 

bahwanya pelayanan publik yang telah diberikan pada sektor publik dapat 

memenuhi suatu kebutuhan masyarakat secara efektif serta efisien (Mardiasmo 

2002). 

Demikian pula masyarakat dapat melakukan kontrol yang mempunyai rasa 

tanggungjawab begitu besar untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk 

kepentingan kelompok atau golongan saja (Rafid 2023). Salah satu cara 

masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan tata kelola pemerintahan adalah dengan 
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menekankan bagaimana pemerintah itu sendiri dan para pejabatnya bertanggung 

jawab atas tindakannya, sehingga mereka tidak hanya bertanggung jawab kepada 

pejabat yang lebih tinggi, tetapi juga merasa bertanggung jawab kepada 

masyarakat sebagai pemberi amanat.  

Salah satu konsep etika yang berkaitan dengan administrasi publik adalah 

akuntabilitas. Menurut Djalil (2014), istilah ini kadang-kadang digunakan secara 

sinonim dengan istilah yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat  

dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipersalahkan 

(blamewortiness), dan yang mempunyai ketidakbebasan. Istilah-istilah lain yang 

terkait dengan harapan juga dapat membantu menjelaskan fungsinya sebagai salah 

satu komponen administrasi publik. 

Pemerintah Indonesia telah berusaha meningkatkan kualitas pelayanan 

publik melalui berbagai program dan kebijakan, Dijelaskan pada UU RI Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 20 ayat 1 “Penyelenggara  

berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan 

memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi 

lingkungan.” Pemberian  pelayanan  menjadi  tanggung  jawab  dan tugas   

pemerintah   untuk   dilakukan   secara   optimal, akuntabel,  dan  professional 

(Vipriyanti dan Meirinawati 2021).  

Penyelenggaraan layanan harus memenuhi asas-asas pelayanan berikut, 

menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, agar dapat memberikan 

layanan yang memuaskan bagi pelanggan ialah sebagai berikut: (1) Transparansi, 

ialah bersifat terbuka, mudah serta dapat diakses dan tersedia dengan mudah 
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dimengerti; (2) Akuntabilitas berarti bahwa instansi harus bertanggung jawab 

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan; 

(3) Kondisional, yang berarti sesuai dengan keadaan dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan mempertahankan prinsip efektifitas dan efisiensi;  (4) 

Partisipatif, yang berarti mendorong partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan mempertimbangkan kebutuhan, 

harapan, dan keinginan masyarakat; (5) Kesamaan Hak: tidak diskriminatif, yang 

berarti tidak membedakan berdasarkan ras, agama, golongan, gender, atau status 

sosial; (6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Orang yang memberikan 

pelayanan publik dan orang yang menerimanya harus memenuhi hak dan 

kewajiban mereka (Welasari 2016). 

Pemerinah tingkat Kecamatan merupakan salah satu instansi pemerintah 

yang akan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat setempat. Pada 

Kantor Camat Lubuk Dalam ialah sebuah organisasi pemerintah daerah yang 

bergerak di bidang pemberian pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan 

Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura. Adapun tugas Pokok dan fungsi 

pemerintahan kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura, diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 pada Pasal 10. 

Pada tahun 2020 Kantor Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri 

Indrapura mendapatkan suatu penghargaan pringkat sebagai kecamatan terbaik, 

yang mana di dukung oleh data sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Hasil EKK di Provinsi Riau 

No Peringkat Nama Kecamatan 

1 Pertama Lubuk Dalam 

2 Kedua Rumbai Kota 

3 Ketiga Tanah Putih Tanjung Melawan 

4 Keempat Bengkalis 

5 Kelima Dumai Barat 

Sumber:Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau 2020 dalam (Setiadi 2020) 

Dari data diatas, menjelaskan beberapa kecamatan yang mendapatkan 

peringkat se-kecamatan Provinsi Riau. Kecamatan Lubuk Dalam meraih peringkat 

pertama di tahun 2020 yang mana menandakan bahwa kecamatan tersebut sudah 

menerapkan beberapa sistem pelayanan dan program dalam meraih posisi 

tersebut. Adapun program yang ia laksanakan pada tahun 2020 adalah adanya 

layanan “drive thru”. 

Sistem pemeringkatan melalui EKK, adalah sistem pemeringkatan yang 

digunakan pemerintah Provinsi Riau untuk memberikan penghargaan kepada 

setiap Kecamatan. Pada tahun sebelmnya yakni tahun 2016, Kecamatan Koto 

Gasib mendapat peringkat pertama, pada tahun 2017 Kecamatan Kandis mendapat 

peringkat pertama, pada tahun 2018 Kecamatan Sungai Mandau mendapat 

peringkat kedua, pada tahun 2020 Kecamatan Lubuk Dalam mendapat peringkat 

pertama, dan pada tahun 2022 Kecamatan Mandau mendapat peringkat pertama 

(Duri 2022). 

Evaluasi SAKIP kecamatan Lubuk Dalam bahwa mengalami penurunan 

dari tahun 2020 yang memiliki suatu prestasi namun belum bisa mempertahankan 

hal tersebut. Kantor Kecamatan Lubuk Dalam mengalami penurunan dari tahun 

2020 ke tahun 2021. Maka dapat dilihat dari nilai hasil SAKIP menunjukkan 
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bahwa nilai SAKIP pada tahun  2020 dengan nilai 49,82 dan pada tahun 2021 

dengan nilai 38,75.  Dari penurunan nilai hasil SAKIP  pada tahun 2021, ada 

beberapa hal yang menjadi kendalanya,yakni sebagai berikut: 

1. Dalam perencanaan strategi terkait hasil capaian dari target yang 

ditentukan belum dapat di sediakan; 

2. ⁠Perjanjian kinerja belum dilaksanakan dengan baik dalam penyusunan 

kinerja sampai tingkat eselon III dan IV; 

3. ⁠IKU belum digunakan dalam pengukuran kinerja; 

4. ⁠Belum adanya informasi terkait keuangan yang terkait pencapaian kinerja; 

5. ⁠Hasil evaluasi belum dijadikan sebagai perbaikan setiap periode. 

Namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan pada nilai SAKIP yakni 

dengan nilai 65,80. Pada tahun 2022 ini ada beberapa hasil evaluasi yang belum 

mendapatkan tindak lanjut dari Kantor Camat Lubuk Dalam, sehingga menjadi 

penyebab belum optimalnya hasil penilaian terhadap AKIP Tahun 2022, yaitu : 

1. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang; 

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam 

dokumen- dokumen perencanaan dan penganggaran; 

3. Target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya; 

4. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya; 

5. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan 

perencanaan; 
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6. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan 

kinerja 

Pada hasil evaluasi yang di cantumkan pada SAKIP bahwa di Kecamatan 

Lubuk Dalam masih perlunya perbaikan dalam beberapa hal. Maka dalam 

akuntabilitas publik adanya menampilkan hasil capaian target kinerja pada 

kecamatan sangat penting, dari hal tersebutlah dapat di ketahui bahwa instansi 

telah mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam 

akuntabilitas publik dapat dilihat dari segi pelayanan yang ada di instansi. Karna 

memberikan suatu pelayanan yang prima adalah salah satu tanggungjawab yang 

harus dilaksanakan pada pemerintah tingkat kecamatan. Dalam melayani 

masyarakat, pemerintah kecamatan juga tidak terlepas dari permasalahan yang 

berkenaan dengan kondisi pelayanan yang relatif belum memuaskan (Kuswati 

2017).  

Selama ini, akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintah hanya 

terbatas pada laporan kinerja birokrasi, yang biasanya lebih berfokus pada 

pendekatan normatif procedural berdasarkan hierarki jabatan dan kewenangan 

dari bawah ke atas. Sementara penekanan pada kesadaran akan amanat rakyat 

yang harus ditunjukkan melalui sikap dan perilaku pejabat yang dapat diterima 

dan dihargai sebagai penerapan aturan formal masih sebatas retorika dan belum 

dapat diwujudkan menjadi produk nyata (Yusuf 2017). 

Dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat banyak faktor 

pendukung ataupun penghambat dalam menjalankan pelayanan publik. Faktor 

pendukung yang dimaksud seperti tersedianya suatu fasilitas instansi yang 
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memadai, kenyamanan ruang tunggu, adanya kejelasan terhadap informasi dan 

sebagainya. Sedangkan faktor pengahambat yang dimaksud seperti adanya 

kendala dalam proses suatu pengurusan berkas, tidak adanya kebersihan di 

ruangan tersebut yang membuat rasa tidak nyaman. 

Pada Kantor Camat Lubuk Dalam pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat mendapatkan respon yang baik, sehingga dapat terlaksanakannya 

suatu pelayanan yang prima. Namun dalam hal ini suatu persoalan yang muncul 

pada Kantor Kecamatan Lubuk Dalam terkait penyebaran informasi yang 

dilakukan secara mandiri oleh instansi tersebut belum dapat terlaksanakan dengan 

baik. Terkait informasi yang dimaksud adalah seperti pelaporan capain target 

kinerja pada instansi, pengelolaan keuangan, hingga aktivitas yang bersifat publik 

dapat disebarkan menjadi suatu informasi bagi publik.  

Penyebaran informasi yang menyediakan hasil capaian Kantor Camat 

Lubuk Dalam  adalah suatu informasi yang akan bermanfaat bagi masyarakat 

sekitar. Seperti halnya capaian pada tahun 2020 yang menjadi suatu pretasi bagi 

Kantor Kecamatan Lubuk Dalam, atau hal lainnya seperti adanya inovasi pada 

pelayanan yang di sediakan oleh Kantor Camat Lubuk Dalam karena tidak semua 

masyarakat mengetahui apa saja inovasi lain dari pelayanan yang ada di Kantor 

Camat tersebut. Adapun hal lain yang dapat dijadikan suatu informasi penting 

bagi Kantor Camat Lubuk Dalam yakni pemaparan nilai IKM pada setiap 

tahunnya, yang menggambarkan bahwa Kantor Camat dapat menjalankan target 

yang sudah mereka bentuk sebelumnya. 
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Adapun tanggapan dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Said 

Muelegi Zeno. S.STP. selaku sekretaris camat di Kantor Camat Kecamatan Lubuk 

Dalam yang menyatakan bahwa : 

“Mengenai informasi publik saat ini memang cukup penting dan sangat 

diperlukan bagi kita yang sudah mengikuti zaman yang serba canggih ini, 

yang mana informasi yang kita ingin dapatkan sudah banyak tersedia di 

media online. Saya juga pernah mengalami hal tersebut, dikarenakan saya 

baru menjabat menjadi sekretaris camat di Kantor Camat Lubuk Dalam 

ini, saya ingin mencari informasi terkait instansi dan tidak mendapatkan 

hal tersebut.”(05 Februari 2024) 

Penyampaian informasi terhadap publik yang belum optimal dijalankan 

oleh instansi. Maka hal ini selaras dengan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,  yang mana 

dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa memberikan 

informasi publik juga sebagai mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, 

yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga meningkatkan pengelolaan dan pelayanan 

informasi di lingkungan sekitarnya, maka dari itu setiap orang berhak 

memperoleh Informasi Publik. 

Maka dari penjabaran latar belakang terkait hasil SAKIP dari beberapa 

tahun sebelumnya juga ada beberapa evaluasi Kantor Camat Lubuk Dalam yang 

sama dan belum di tindak lanjuti oleh instansi. Pada penyebaran informasi yang 

dilakukan oleh Kantor Camat juga belum memberikan suatu nilai transparansi 

yang mendukung adanya suatu kegiatan akuntabilitas publik di Kantor Camat 

Lubuk Dalam tersebut. Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas penulis 

tertarik melakukan penelitian ini di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri 
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Indrapura judul “Analisis Akuntabilitas Publik Pemerintahan Kecamatan 

Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau” 

1.2.  Rumusan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa rumusan penelitian dalam penelitian 

ini ialah : 

a) Bagaimana akuntabilitas publik pemerintah Kecamatan Lubuk dalam 

Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau ? 

b) Apa saja faktor pengahambat akuntabilitas publik pemerintah Kecamatan 

Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau ? 

1.3.  Tujuan Penelitian  

a) Untuk mengetahui akuntabilitas publik pemerintah Kecamatan Lubuk 

Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau. 

b) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam akuntabilitas publik 

pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura 

Provinsi Riau. 

1.4.  Manfaat Penelitian  

a) Untuk peneliti  

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat 

merealisasikan aturan etika dalam pelayanan yang sudah diperoleh selama 

perkuliahan. 

b) Tempat penelitian  

Sebagai masukan bagi instansi agar dapat memeperbaiki pelayanan 

yang sudah baik akan menjadi lebih baik pula dan dapat melayani 

masyarakat dengan yang baik pula. 
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c) Untuk Fakultas  

Untuk menambah daftar pustaka Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial serta tidak hanya itu juga sebagai referensi bagi peneliti yang 

lainnya demi perbaikan yang lebih baik. 

1.5.  Fokus Penelitian  

Mengenai akuntabilitas publik dalam meningkat pelayanan bahwa sangat 

membawa pengaruh yang cukup dapat merubah citra instansi tersebut. Jika suatu 

istansi yang baik akan dapat memberi kebaikan pula pada instansi tersebut 

begitupun sebaliknya. Maka dari itu pentingnya adanya peran dari akntabilitas 

dalam meningkatkan suatu pelayanan dalam menjalankan kegiatan pada 

masyarakat. Maka dari itu fokus penelitian ini ialah “Analisis Akuntabilitas 

Publik Pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura 

Provinsi Riau”.  

1.6.  Sistematika Penelitian 

Secara keseluruhan untuk memepermudah pembahasan pada penulisan 

karya ilmiah ini, yang terdiri dari enam bab dan sub bab antara lain yaitu :  

Bab I : Pendahuluan   

     Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, fokus penelitian serta sistematika penulisan.  

Bab II : Landasan Teori  

     Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang akan menjadi landasan 

tulisan pada karya ilmiah ini.  
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Bab III : Metode Penelitian  

     Pada bab ini menjelaskan mengenai lokasi penelitian,jenis penelitian, sumber 

data populasi dan sampel, terknik pengumpulan data, serta analisis data.  

Bab IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

     Pada bab isi berisi tentang kondisi umum pada Kantor Camat Kecamatan 

Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura.  

Bab V : Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

     Pada bab ini berisikan pembahasan yang secara inti yang dibuat penulis 

mengenai “Analisi Akuntabilitas Publik Pemerintahan Kecamatan Lubuk Dalam 

Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau”  

Bab VI : Penutup  

     Pada bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari penulis yang dapat memberi 

masukan pada intansi atau pemerintah tersebut. 
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BAB II   

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Akuntabilitas 

Akuntabilitas juga merupakan standar profesional yang harus dicapai atau 

dilaksanakan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk menilai kualitas 

kinerja aparat sehingga mereka dapat mengenali dengan benar kekuatan dan 

kelemahannya. Akuntabilitas publik juga merupakan landasan bagi proses 

penyelenggaraan pemerintahan.  

Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan 

informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya baik yang dilakukan 

oleh masyarakat, organisasi atau instansi kerjanya, kelompok pengguna 

pelayanannya, maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan 

bagaimana pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai 

untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa 

dampaknya (Maani 2009). 

Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama Bovens (2007), yaitu: 

1. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); dengan 

membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholders dan users yang 

lebih luas (termasuk masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif dan di 

lingkungan pemerintah itu sendiri baik di tingkat kementrian, lembaga 

maupun daerah); 
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2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran 

konstitusional); 

3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). 

Dapat dilihat bahwa akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yakni 

adanya akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, 

akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. 

1. Akuntabilitas Personal (Personal Accountability) 

Dalam tingkat ini, akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai 

yang dimiliki seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. 

Orang yang memiliki prinsip akuntabilitas melihat dirinya sebagai bagian 

dari solusi daripada masalah. 

2. Akuntabilitas Individu 

Hubungan antara orang (yang diberi tugas) dan tempat kerja 

mereka dibahas dalam tingkat akuntabilitas individu. Hubungan antara 

PNS dan lembaga pemberi kewenangan adalah contohnya. PNS harus 

melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, sementara instansi 

pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan, 

bimbingan, dan sumber daya yang memadai, serta menghilangkan 

hambatan kerja. 

3. Akuntabilitas Kelompok 

Dalam tingkat akuntabilitas kelompok ini, biasanya orang bekerja 

sama untuk menjalankan kinerja sebuah institusi. Dalam situasi ini, tidak 

mungkin menggunakan istilah "saya" sebaliknya "kami" terlibat dalam 
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proses melaksanakan kinerjanya. Untuk mencapai tujuan organisasi 

(organisasi), pembagian tanggung jawab dan semangat kerja sama antara 

kelompok lain di organisasi sangat penting pada tingkat akuntabilitas ini. 

4. Akuntabilitas Organisasi 

Dalam tingkat akuntabilitas organisasi, mengacu pada laporan 

tentang kinerja organisasi, baik yang dibuat oleh individu maupun orang 

lain. 

5. Akuntabilitas Stakeholder 

Dalam tingkat akuntabilitas stakeholder, organisasi pemerintah 

bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan kinerja yang adil, 

responsif. Stakeholder termasuk masyarakat umum dan pengguna 

layanan, yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap 

kinerjanya. 

Prinsip akuntabilitas mengatakan bahwa publik harus bertanggung jawab 

atas semua tindakan dan hasil dari penyelenggaraan pemerintahan melalui 

birokrasi publik. Menurut Djamil (2014), sifat pemerintahan yang akuntabel 

adalah: 

1. Mampu menyajikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan 

secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat;  

2. Mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat;  

3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya 

kepada publik; 
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4. Mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam 

proses pembangunan dan pemerintahan serta; 

5. Sebagai cara, bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. 

Adapun tujuan dari akuntabilitas sendiri adalah Akuntabilitas Publik 

bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait 

pengelolaan dana dan sumber daya publik yang digunakan pemerintah untuk 

meningkatkan kinerja pemerintah. 

2.2. Pengertian Publik 

Bahkan ada yang menganggap “public” (publik) lebih luas dari pada 

“masyarakat”. Sebaliknya, publik sama dengan masyarakat, karena itu Public 

Relations dianggap sama dengan Humas. Public Relations adalah Humas. 

Sebenarnya alasan kesamaan bukan karena adanya kesamaan arti publik dengan 

masyarakat, karena jelas keduanya berbeda makna. Menurut Selo Soemardjan 

dalam buku  Rochmaniah, Dharma, and Utomo (2021) , masyarakat adalah 

kelompok orang yang tinggal bersama dan membentuk kebudayaan. Masyarakat 

memiliki wilayah, identitas, kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang mengikat 

mereka satu sama lain. 

Menurut Soekanto (2006) publik adalah bagian dari masyarakat yang luas 

itu. Publik terdiri dari kelompok orang atau kelompok masyarakat yang memiliki 

kepentingan atau perhatian yang sama terhadap masalah tertentu. John Dewey 

dalam Putra (1999) menyatakan bahwa publik adalah sekumpulan manusia yang 

mempunyai ciri-ciri: 

1) Menghadapi masalah yang sama 
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2) Mengakui bahwa masalah itu memang ada 

3) Mengorganisir diri untuk melakukan sesuatu terhadap masalah 

Sedangkan publik dalam Public Relations, publik adalah orang-orang di 

dalam dan di luar organisasi. Arti publik hanyalah sebagian dari masyarakat yang 

lebih besar. Selain itu, masyarakat dalam hubungan masyarakat didefinisikan 

sebagai anggota masyarakat yang memiliki kepentingan dan minat yang sama. 

Oleh karena itu, publik tidak sama dengan masyarakat. Namun, menggunakan 

istilah "hubungan publik" daripada istilah "hubungan masyarakat" atau "humas" 

jelas tidak tepat dan terdengar aneh. Masyarakat juga mulai menggunakan istilah 

"humas" sebagai istilah tambahan untuk hubungan masyarakat di Indonesia. 

2.3. Akuntabilitas Publik 

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Sawir (2022) akuntabilitas publik 

adalah : “Ini adalah tanggung jawab pihak pemegang amanah untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menunjukkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan 

operasinya kepada pihak pemberi amanah, yang memiliki hak dan kewenangan 

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.” Sedangkan menurut Mahmudi 

(2007) yaitu : “Dalam hal akuntabilitas publik, agen bertanggung jawab untuk 

mengelola penggunaan sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan sumber daya publik 

kepada pihak pemberi mandat.” 

Menurut  Ihyaul Ulum  (2004) akuntabilitas publik adalah “Pihak 

pemegang amanah (agent) bertanggung jawab untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menampilkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 
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aktivitas dan kegiatan yang bertanggung jawab kepada pemberi amanah 

(principal), yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.” 

Setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga sektor publik harus 

bertanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan upaya dananya 

kepada pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Akuntabilitas 

publik adalah istilah lain untuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat ini. 

Dengan kata lain, akuntabilitas berarti menyajikan dan melaporkan kegiatan, 

terutama yang berkaitan dengan administrasi keuangan, kepada pihak yang 

bersangkutan secara teratur untuk mencapai tujuan.. 

Akuntabilitas publik ini harus dilakukan oleh suatu organisasi di sektor 

publik terdiri dari beberapa  dimensi. Menurut Mardiasmo (2002) memberikan 

penjelasan tentang empat jenis akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi 

sektor publik. Akuntabilitas kejujuran, atau akuntabilitas untuk kemampuan, 

berkaitan dengan mencegah penyalahgunaan, dan akuntabilitas hukum, atau legal 

accountability, berkaitan dengan menjamin bahwa peraturan dan peraturan lain 

yang berlaku dalam penggunaan sumber daya publik dipatuhi. Akuntabilitas 

proses, juga dikenal sebagai process accountability, mengacu pada seberapa baik 

prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas dalam hal kecukupan sistem 

informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. 

Akuntabilitas program, juga dikenal sebagai program accountability, terkait 

dengan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dan apakah alat program 

telah dipertimbangkan untuk memberikan hasil yang optimal dan biaya yang 

minimal. Akuntabilitas kebijakan policy accountability seperti 
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Pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan yang 

dibuat terhadap DPR/DPRD dan masyarakat umum dikenal sebagai akuntabilitas 

kebijakan. 

Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan akuntabilitas dapat dilakukan 

dengan memeriksa apakah ada mark-up dan pungutan-pungutan lain di luar yang 

ditetapkan, serta sumber-sumber pemborosan dan inefisiensi yang menyebabkan 

biaya tinggi dan kelambanan layanan publik. Pengawasan dan pemeriksaan 

akuntabilitas proses yang berkaitan dengan proses pemeriksaan tender untuk 

pelaksanaan proyek publik. Dalam proses pemberian kontrak tender, hal yang 

perlu diperhatikan adalah apakah proses tender yang diwajibkan untuk persaingan 

(ICT) telah dilakukan secara adil atau menggunakan metode KKN. 

Menurut Bovens (2005) mengemukakan adanya akuntabilitas vertikal dan 

horizontal. Berikut ada beberapa tahapan yang menandakan perubahan 

akuntabilitas vertikal ke akuntabilitas horizontal pertama, meningkatnya  

hubungan  akuntabilitas  administratif,  melalui  pembentukan  ombudsman,  

auditor,   dan  inspektur  independen, forum  tersebut   tidak  memiliki  hubungan  

hierarki; Kedua,  forum  akuntabilitas  semakin  banyak  mengadopsi  strategi  

akuntabilitas  individual, mereka  tidak  puas  dengan  tanggung  jawab  korporasi  

atau  hierarki; Ketiga,  munculnya  lembaga-lembaga  kuasi  otonom  atau  

independen  telah  melemahkan  legitimasi  sistem  kontrol  politik; Keempat,  

munculnya  manajemen  publik  baru, telah  memperkenalkan  bentuk-bentuk  

akuntabilitas  yang  lebih  horizontal  ke  dalam  sektor  publik. Hal ini memiliki 

kesamaan terhadap jenis akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002) dapat 
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dibedakan melalui : (1). Akuntabilitas vertikal (vertical accountability), dan (2). 

Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability).  

Adapun penjelasan dari jenis-jenis akuntabilitas adalah sebagai berikut :   

a. Akuntabilitas Vertikal (Internal) merupakan pertanggungjawaban atas 

pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi; ini berlaku untuk 

setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara negara, termasuk 

pemerintah. Setiap pejabat publik, baik individu maupun kelompok, 

biasanya bertanggung jawab untuk melaporkan kepada atasan 

langsungnya mengenai kemajuan dalam pelaksanaan tugas atau kemajuan 

dalam kinerja. Untuk mencapai akuntabilitas yang baik di tingkat 

kecamatan, beberapa tugas yang terkait dengan akuntabilitas vertikal 

harus dilakukan, seperti: 

 Adanya pelaporan yang rutin pada pihak kabupaten baik terkait 

capaian kinerja hingga sampai evaluasi kinerja. Hal ini dapat 

digambarkan dengan adanya laporan LAKIP yang dibuat oleh 

instansi kecamatan. 

 Transparansi, jika informasi lebih transparan, pemerintah daerah 

dan masyarakat dapat lebih mudah melacak dan mengevaluasi 

tindakan pemerintah pusat dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa 

pemerintah pusat dan daerah seharusnya secara teratur melaporkan 

kinerja mereka kepada publik. Pemerintah daerah memberikan 

laporan tentang pencapaian mereka dalam memenuhi tujuan dan 

target. Selain memberikan pedoman kebijakan, pemerintah pusat 
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juga harus menginformasikan peraturan baru atau perubahan yang 

dapat mempengaruhi pemerintah daerah. Contoh perubahan ini 

termasuk peraturan tentang pendanaan proyek infrastruktur atau 

peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi pendapatan 

daerah. 

b. Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability)  setiap lembaga 

negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua 

amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya 

untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan 

lingkungannya. Dalam hal ini ada beberapa contoh kegiatan yang 

berkaitan dengan akuntabilitas horizontal di tingkat kecamatan yang dapat 

dipenuhi untuk mencapainya suatu akuntabilitas yang baik yakni : 

 Adanya suatu kerja sama dan koordinasi, Tingkat kerja sama dan 

koordinasi antara organisasi sekecamatan dan keterbukaan atas 

kemampuan untuk bekerja sama dalam suatu festival atau inisiatif 

bersama dapat menunjukkan adanya kekompakan dalam organisasi 

tersebut. 

 Partisipasi Masyarakat, sejauh mana masyarakat dapat 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat 

pemerintah yang lebih tinggi dan sejauh mana pemerintah 

mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat juga merupakan 

indikator akuntabilitas vertikal.  
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 Responsif terhadap Keluhan, seperti pemerintah di tingkat yang 

lebih tinggi merespons keluhan dan permintaan informasi dari 

pemerintah daerah atau masyarakat juga dapat menjadi indikator 

akuntabilitas vertikal. 

Selanjutnya menegaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pada dasarnya 

memiliki dua tujuan utama. Pertama, tujuan politik, yaitu akuntabilitas merupakan 

satu mekanisme untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, tujuan 

operasional, yaitu akuntabilitas merupakan mekanisme untuk membantu 

menjamin pemerintah bertindak secara efektif dan efisien dikemukakan oleh 

(Schacter 2000). 

2.3. Teori yang disangkutkan dengan Al-qur'an 

Akuntabilitas dalam perspektif islam mencakup prinsip-prinsip moral dan 

etika yang mendorong individu dan lembaga untuk mengemban tanggung jawab 

terhadap tindakan dan keputusannya. Dalam ajaran islam, akuntabilitas memiliki 

akar dalam konsep tanggung jawab kepada Allah Ta’ālā (vertikal) dan kepada 

sesama manusia (horizontal). Prinsip-prinsip akuntabilitas ini ditegaskan dalam 

Al-Quran dan Hadis, serta diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, 

salah satunya pada aspek/bidang ekonomi dan keuangan. 

Dalam penerapan akuntabilitas pada saat ini sangat penting dikarenakan 

pada segala perbuatan harus di pertanggung jawabkan serta juga dapat adanya 

transparansi, serta agar dapat mempermudah suatu pekerjaan yang sedang 

dilaksanakan. Berikut beberapa ayat al-qur’an yang menjelaskan mengenai adanya 
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akuntabilitas atau pertanggungjawaban ataupun pelayanan publik. sebagai berikut 

surah thaha ayat 6: 

مٰوٰ  تِ وَمَا فِى الْْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰىلَهٗ مَا فىِ السَّ  

Artinya : “Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang 

ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah”. 

Pertanggunjawaban begitu sangat di tekankan dengan perintah Allah 

melalui istilah hisab atau perhitungan (akuntabilitas) di hari pembalasan. Adanya 

akuntabilitas membuat instansi lebih memperhatikan kepentingan sosial. Adanya 

akuntabilitas dalam instansi lebih memperhatikan stakeholders dan lingkungan 

dari pada stakeholders. 

Beberapa ayat dalam Al-Quran mengajarkan tentang tanggung jawab 

sebagai akar dalam akuntabilitas, di antaranya: 

Surah al-Baqarah: 286,  

ُ نَفۡسًا إلَِّْ وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡ    لَْ يُكَلِّفُ ٱللََّّ

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan 

ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” 

Ayat ini menegaskan prinsip bahwa setiap individu akan dimintai 

pertanggungjawaban atas usaha dan tindakannya. Dalam kitab Tafsīr al-

Mukhtaṣar, disebutkan bahwa ayat ini bermakna “Barangsiapa berbuat baik, dia 

akan mendapatkan ganjaran atas apa yang dia lakukan, tanpa dikurangi 

sedikitpun. Dan barangsiapa berbuat buruk, dia akan memikul dosanya sendiri, 

tidak dipikul oleh orang lain.” 
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ئِكَ كَانَ 
َٰٓ مۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفؤَُادَ كُلُّ أوُْلَٰ وَلَْ تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡم ۚ إنَِّ ٱلسَّ

 عَنۡهُ مَسۡ  وُلْٗ 

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 

semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” 

Ayat ini mengajarkan pentingnya mempertanggungjawabkan penggunaan 

indra dan akal dalam mengambil tindakan. Dalam kitab Tafsīr al-Muyassar 

disebutkan bahwa ayat ini bermakna “Sesungguhnya manusia akan dimintai 

pertanggungjawaban mengenai bagaimana ia menggunakan pendengaran, 

penglihatan, dan hatinya. Apabila dia mempergunakannya dalam perkara-perkara 

baik, niscaya akan memperoleh pahala, dan jika ia mempergunakannya dalam hal-

hal buruk, maka dia akan memperoleh hukuman.” 

Berikut ayat al-qur’an yang menenrangkan tentang pelayanan publik 

sebagai berikut: 

ا يَرَهۥُ ةٍ شَرًّ ةٍ خَيْرًا يَرَهۥُفَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ  - وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ  

Artinya : "Dan barang siapa yang bekerja kebaikan seberat biji zarrah pun, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barang siapa yang mengerjakan 

kejahatan seberat biji zarrah pun, niscaya dia akan melihat (siksanya)." (Al-

Zalzalah, 99:7-8)  

Ayat ini mengajarkan bahwa setiap tindakan baik yang dilakukan dengan 

sekecil apapun akan dihitung dan dibalas oleh Allah. Inovasi dalam pelayanan 

dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada sesama, 

sehingga setiap upaya kecil untuk memberikan pelayanan yang lebih baik juga 

dihargai dalam Islam. 

Al-Quran 4:135: 
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ِ وَلوَْ عَلَىَٰٰٓ  مِينَ بِٲلْقسِْطِ شُهَدَآَٰءَ لِلََّّ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰ أيَُّ َٰٓ ۞ يَٰ

لدَِيْنِ وَٱلْْقَْرَبِينَ ۚ إنِ يَكُنْ غَنِيًّ  ُ أوَْلَىٰ أنَفسُِكُمْ أوَِ ٱلْوَٰ ا أوَْ فَقيِرًا فَٲللََّّ

 َ بِعُوا۟ ٱلْهَوَىَٰٰٓ أنَ تَعْدِلوُا۟ ۚ وَإنِ تَلْوُۥَٰٓا۟ أوَْ تُعْرِضُوا۟ فَإنَِّ ٱللََّّ بِهِمَا ۖ فَلََ تَتَّ

 كَانَ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيرًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu seimbang dalam bersaksi 

karena Allah, walaupun (yang bersaksi) terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak 

dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu tentang 

keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang 

dari kebenaran. Dan jika kamu menyimpang (dari kebenaran) atau menolak 

(memberi saksi), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan." 

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam memberikan kesaksian 

dan tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. 

2.4. Penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian 

sehingga penelitian dapat memperkaya teori dan memahami metode dalam 

mengumpulkan serta mampu mengolah data hasil penelitian. Pada bagian ini 

mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang hendak dilaksankan yaitu tentang pengaruh e-Government 

terhadap inovasi pelayanan. 

  



26 

 

 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No  Nama  Judul Penelitian  Hasil penelitian  Perbedaan 

Penelitian 

1 Nurul 

Mukhilda, 

Skripsi, tahun 

(2013) 

 

Akuntabilitas 

pelayanan Publik 

(Studi kasus 

penyelenggaran 

pelayanan izin 

mendirikan 

bangunan di kota 

Makasar) 

Bahwa pemerintah Kota 

Makasar belum dalam 

memberikan pelayanan 

kepada pengguna jasa 

yang berdasarkan pada 

acuan pelayanan solusi 

pelayanan dan prioritas 

pemenuhan kepentingan 

pengguna jasa dalam 

memperoleh pelayanan. 

Oleh karena itu, perlu 

kiranya pemerintah 

meningkatkan transparansi 

dan akuntabel dalam 

pelaynan terutama pada 

biasya pelayanan dan 

lamanya proses pelayanan 

yang dikeluhkan 

masyarakat sebagai 

pengguna jasa 

Penelitian ini 

memiliki lokasi 

penelitian yang 

berbeda. 
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2 Ahmad Fadly, 

Skripsi, tahun 

(2023) 

Akuntabilitas 

pengelolaan dana 

desa Keselarau 

Batulappa 

Pinrang (analisi 

akuntansi 

syariah) 

Pemerintah desa Keselarau 

ini dalam sistem 

pengelolaan dana desa 

melibatkan masyarakat 

dalam pelaksanaan, 

perencanaan, pemantauan, 

pelaporan, dan 

pertangunggjawaban. 

Akuntabilitas di desa ini 

telah terealisasikan dengan 

baik hal ini membuktikan 

dengan terwujudnya 

pembangunan dalam 

anggaran yang telah 

dianggarkan dan tidak 

terlepas dari peran 

partisipasi masyarakat. 

Dan pengelolaan dana 

desa di desa tersebut sudah 

sesuai dengan prinsip 

akuntansi syariah, prinsip 

pertanggungjawaban. 

Prinsip keadilan dan 

Penelitian ini  

lebih fokus 

membahas 

mengenai 

akuntansi 

syariah. 
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prinsip kebenaran 

3 Lala Israyani, 

Skripsi, Tahun 

(2021) 

Pengaruh 

akuntabilitas 

pelayanan publik 

terhadap 

kepuasan 

masyarakat di 

kantor dinas 

kependudukan 

dan catatan sipil 

kabupaten 

Bulukmba 

Akuntabilitas Pelayanan 

Publik berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan 

Masyarakat. Akuntabilitas 

pelayanan 

publlik memiliki tingkat 

signifikansi sebesar 0,003 

dengan terhitung sebesar 

3,122 

Akuntabilitas pelayanan 

publik mampu 

menjelaskan perubahan 

sebesar 13,4% atas 

Kepuasan Masyarakat. 

Hasil ini mengindikasikan 

bahwa semakin baik Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Bulukumba menerapkan 

nilai-nilai 

Akuntabilitas maka akan 

Penelitian ini 

mengambil 

subjek 

penduduk 

setempat serta 

lokasi 

penelitian yang 

berbeda 
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semakin meningkatkan 

kepuasan masyarakat 

terhadap 

Pelayanan 

4. Bill Christian 

Rondonuwu, 

M.T. Lapian, 

dan Josef 

Kairupan, 

Jurnal (2017) 

Akuntabilitas 

Kinerja aparat 

dalam pelayanan 

publik di 

kelurahan 

sendagan 

kecamatan 

kwangkoan 

Bahwa Pemerintah 

Kelulrahan Sendangan 

Kecamatan Kawangkoan 

telah melaksanakan sistem 

akuntabilitas sesuai 

dengan peraturan yang 

ada, namun dengan 

keterbatasan sumberdaya, 

maka menghambat 

pelayanan yang prima 

kepada masyarkat. 

Penelitian ini 

berfokus 

kepada 

akuntabilitas 

kinerja di 

tempat 

penelitian yang 

berbeda pula 

5.  Ayu Sari Layn 

dan Muh. 

Ruslan Layn, 

Jurnal Analisis 

Transparansi 

Dan 

Akuntabilitas 

Pelayanan 

Analisis 

Transparansi Dan 

Akuntabilitas 

Pelayanan Publik 

Di Kantor Camat 

Leihitu 

Kabupaten 

Maluku Tengah 

Bahwa pelaksanaan 

akuntabilitas pelayanan 

publik, 

Faktor pendukung dalam 

pelaksanaan transparansi 

dan akuntabilitas 

pelayanan publik dan 

Faktor 

Penelitain ini 

menggunakan 

rumusan serta 

pembahasan 

yang lebih 

mengarah 

terhadap 

pelayanan 



30 

 

 

(2020) penghambat dalam 

pelaksanaan transparansi 

dan akuntabilitas 

pelayanan publik dalam 

kondisi cukup 

baik. 

publik di suatu 

kantor camat 

dan memiliki 

lokasi yang 

berbeda 

6. Dila Erlianti 

dan Novia 

Indria Sari, 

Jurnal Niara, 

Tahun (2019) 

Analisis 

akuntabilitas 

pelayanan kantor 

lurah bukit timah 

kecamatan 

Dumai Selatan 

Kota Dumai 

dalam 

pelaksanaan 

pelayanan 

administrasi 

kependudukan 

Menjukkan bahwa  cukup  

baik  pelaksanaan  

pelayanan  dan  

dipengaruhi  oleh 

partisipatif dan kesamaan 

hak dalam suatu proses 

pelayanan serta faktor 

yang menghabat 

kurangnya transparansi 

dan akuntabilitas  dalam 

pelaksanaan pelayanan. 

Penelitian ini 

menggunakan 

indikator 

akuntabilitas 

yang berbeda 

7. Exnasius 

Maisilalahi dan 

Sugeng 

Rusmiwari, 

Jurnal ilmu 

Akuntabilitas 

Pelayanan Prima 

Di Kecamatan 

Bumiaji Kota 

Batu  

membuktikan bahwa 

Akuntabilitas Pelayanan 

Prima Di Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu dapat 

dikatakan sudah baik, 

Penelitian ini 

berfokus 

kepada sistem 

pelayanan  

yang prima 
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sosial dan ilmu 

politik , Tahun 

(2019) 

sebagai berikut; 

Akuntabilitas pelayanan 

prima merupakan suatu 

asas yang menentukan 

bahwa kelgiatan 

penyelenggaraan negara 

harus dapat 

dipertanggungjawab 

kepada masyarakat 

ataupun rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan 

tertinggi negara sesuai 

dengan UU yang beraku. 

Akuntabilitas Pelayanan 

Prima sebagai komoditas 

public (Public Good) yang 

diberikan oleh pemerintah 

sudah semestinya 

dibarengi dengan kulalitas 

pelayanan yang baik untuk 

masyarakat, sehingga 

masyarakat akan menaruh 

kepercayaan kepada 

pemelintah. 
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Berdasarkan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

akuntabilitas pelayanan publik sangatlah penting dan dapat memberi dampak yang 

positif jika penerapan akuntabilitas yang diterapkan secara maksimal begitupula 

dengan sebaliknya jika suatu tidak dapat diterapkan maka akan membawa dampak 

yang negatif. 

2.6. Defenisi Konsep 

Agar dapat memudahkan dalam mengolah data guna dapat mendapatkan 

defenisi yang jelas dalam permasalahan yang bersangkutan, maka diperlukannya 

defenisi konsep. Konsep adalah gambaran atau penjelasan agar segala kegiatan 

berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah 

dipahami dan dimengerti. 

1. Akuntabilitas juga merupakan standar profesional yang harus dicapai/ 

dilaksanakan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat/sarana untuk 

menilai kualitas kinerja aparat sehingga mereka dapat mengenali delngan 

benar kekuatan dan kelemahannya.  

2. Publik merupakan sekumpulan orang atau kelompok dalam masyarakat 

yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama terhadap sesuatu 

hal, isu, atau kepentingan tertentu. 

3. Akuntabilitas publik adalah  Kewajiban pihak pemegang amanah untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan 

segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada 
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pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan 

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 

2.7. Konsep Operasional   

Konsep oprasional merupakan suatu konsep yang berisi unsur-unsur 

mengenai bagaimana cara mengukur variable untuk memudahkan penelitian di 

lapangan. Selain itu terdapat indikator ataupun sub indikator sebagai pendukung 

untuk mengalisis variabel tersebut. 

Tabel 1.3 

Konsep Oprasional 

Konsep  Variabel  Indikator   Sub Indikator 

Bovens (2005) 

Mengemukakan 

bahwa 

akuntabilitas 

publik terbagi 

menjadi dua 

yakni 

akuntabilitas 

vertikal dan 

akuntabilitas 

horizontal 

Akuntabilitas 

Publik 

Akuntabilitas 

Vertikal 

 

 Menyusun laporan kinerja 

seperti LAKIP, 

 Adanya perjanjian kinerja, 

 Adanya gambaran terkait 

capaian kinerja, 

 Adanya evaluasi kinerja. 

Akuntabilitas 

Horizontal 

 Adanya akses informasi yang 

dapat digunakan oleh 

masyarakat,  

 Adanya sistem pengaduan 

mayarakat  

 Respon masyarakat terkait 

pelayanan di Kantor Camat 

 Adanya penilaian terkait 

tingkat kepuasan masyarakat 

Sumber : Teori Akuntabilitas publik menurut (Bovens 2005) 
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2.8. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep yang memaparkan secara 

garis besar alur berjalannya sebuah penelitian dan menunjukkan persepsi 

keterkaitan antara variabel satu dengan variabel lainnya mengenai yang diteliti 

berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah. Secara skematis kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Teori Akuntabilitas publik menurut (Bovens 2005) 

  

Akuntabilitas publik di kantor camat 

Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten 

Siak Sri Indrapura 

Akuntabilitas Vertikal 

Terciptanya pemerintah tingkat 

kecamatan yang akuntabel  

Akuntabilitas Horizontal 
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BAB III    

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam 

Kabupaten Siak Sri Indrapura yang beralamat di Jalan Pembangunan sebelah kiri 

Desa Lubuk Dalam, Riau. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena, 

adanya suatu hal yang harus dibuktikan dalam hal pelayanan karena minimnya 

mendapkan informasi mengenai kantor tersebut hal ini membuktikan bahwa 

kurangnya akuntabilitas serta transparansi di dalam hal tersebut. 

3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif. Menurut 

J. Molelong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Penelitian kualitatif  ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut 

Hodgetts & Stole (2012) penelitian studi kasus pada individu, kelompok, 

komunitas, serta sebagainya bertujuan untuk membantu membagikan hal-hal yang 

krusial agar menjadi perhatian atau fokus, dalam mencari solusi dari sebuah 

masalah penelitian. Sedangkan Menurut Herdiansyah (2015) penelitian studi 

kasus adalah rancangan penelitian yang bersifat komprehensif, merinci, intens, 

dan  mendalam, dan  terarah pada upaya dalam menelaah masalah-problem atau 

kenyataan yang bersifat pada masa ini atau berbatas waktu (Salma 2023) 
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Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-

data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari 

wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. 

Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang 

didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang 

diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses. 

3.3. Sumber Data 

Dalam memperoleh informasi dan data serta penjelasan-penjelasan dan 

data yang dipergunkan, maka dari itu penulis menggunakan metode sebagai 

berikut: 

3.3.1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti 

dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini data 

primer diperoleh dari: 

a. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati 

suatu kondisi lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian.  

b. Wawancara dengan narasumber yang mendalam dapat menghasilkan suatu 

informasi yang dapat menjadi data pendukung bagi penelitian. 

3.3.2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan dan 

pengolahan data dari sumber yang telah ada. Data sekunder umunya berupa 

catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter). 

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh antara lain: 
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a. Gambaran umum kantor Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam 

Kabupaten Siak Sri Indrapura 

b. Sejarah Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri 

Indrapura 

c. Gambaran akuntabilitas Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam 

Kabupaten Siak Sri Indrapura  

d. Jumlah pengurusan berkas di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam 

Kabupaten Siak Sri Indrapura dari tahun 2021-2023. 

e. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam 

Kabupaten Siak Sri Indrapura Sarana dan Prasarana. 

f. Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten 

Siak Sri Indrapura  

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Teknik Observasi 

Menurut Sugiyono (2018:229) dalam Fairus (2020) Observasi 

adalah suatu proses pengumpulan data secara langsung dari lapangan, 

didahului dengan pengamatan, kemudian pencatatan yang bersifat 

sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam 

fenomena baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. 

Peneliti melakukan pengamatan di Kantor Camat Kecamatan Lubuk 

Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura. 
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Menurut Yusuf (2014:384) dalam Fairuls (2020) kunci keberhasilan 

dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak 

ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan 

mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian peneliti 

menyimpulkan dari apa yang diamati. Peneliti yang memberi makna 

tentang apa yang diamatinya dalam realitas dan dalam konteks yang alami, 

ialah yang bertanya dan juga melihat bagaimana hubungan antara satu 

aspek dengan aspek yang lain pada objek yang ditelitinya. 

Peneliti menggunakan pedoman wawancara di Kantor Camat 

Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan Kasulbag 

umum, Kasubag dibagian paten, dan Masyarakat yang merasakan 

bagaimana sistem pelyanan di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam 

Kabupaten Siak Sri Indrapura tersebut apakah sesuai dengan apa yang ada 

di dalam sistem yang menjadi acuan bagi instansi tersebut, dan atas 

penilain akuntabilitas. Dari wawancara ini akan dihasilakan data yang 

berupa data kualitatif dalam bentuk tulisan deskriptif yang 

menggambarkan mengenai jawaban atas pertanyaan penelitian yang 

diajukan. 

b. Dokumentasi 

Menurut Yusuf (2014) dalam Fairuls (2020) dokumentasi adalah 

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, 

dokumen tentang orang maupun sekelompok orang, peristiwa dan kejadian 

dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. 
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Peneliti mengambil dokumentasi berupa data dan dokumentasi gambar 

maupun foto di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak 

Sri Indrapura.. 

3.5.  Informan Penelitian  

Menurut Sulgiyono (2010) dalam Arifa 2023) Pelngelrtian informan 

pelnellitian adalah narasulmbelr yang melruljulk pada selselorang yang paham telrkait 

delngan objelk pelnellitian selrta mampul melmbelrikan pelnjabaran telntang topik 

pelnellitian yang dingkat. Informan adalah kehadiran selselorang yang dimintai 

informasi telrkait objelk yang ditelliti ia melmpulnyai banyak informasi telrkait 

delngan data dari arti pelnellitian yang dilakulkan, olelh karelna itullah pelnyelbultan 

informan lelbih lelkat delngan narasulmbelr yang biasanya ada dalam pelnellitian yang 

sulbjelk pelnellitiannya belrulpa “kasuls” satul kelsatulan ulnit, diantaranya yaitul yang 

belrulpa lelmbaga ataul organisasi ataul institulsi sosial. Berikut adalah informan 

dalam penelitian ini yakni: 

Tabel 1.4 

Informan Penelitian 

No  Informan  keterangan 

1 Sekretaris Camat 1 Orang  

2 Staf di bidang Pelayanan 2 Orang 

3 Mayarakat yang menggunakan 

layanan Kantor Camat 

3 Orang 

Jumlah  6 Orang 

 

3.6.  Analisis Data  

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Praseltya Irawan (2006) teknik analisis 

data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis 

transkip interview, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang didapatkan, 
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kemudian dikumpulkan guna meningkatkan pemahaman terhadap suatu 

fenomena, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Menurut Sugiyono (2015) dalam (Salma 2022), reduksi data adalah data 

yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlulkan. Redulksi data 

biasanya dilakukan dengan dibantu dengan peralatan elektronik, seperti komputer 

mini yang digunakan untuk memberi kode pada berbagai aspek tertentu. Reduksi 

data juga digunakan oleh peneliti untuk memandu penelitian agar mencapai tujuan 

yang dicapai. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha memahami dan 

menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam 

situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Berdasarkan beberapa teori 

diatas, didalam penelitian ini peneliti memilih teknik analisis data yaitu analisis 

data kualitatif. Proses analisis kualitatif dimulai dari menelaah data yang didapat 

dari wawancara dengan informan penelitian, catatan lapangan, dan dokumentasi 

yang terkait dengan etika para pegawai Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam 

Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

yang hendak membuat paspor atau mengurus keperluan yang bersangkutan 

dengan kantor Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri 

Indrapura, yang selanjutnya dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
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kesimpulan. Dari setiap data yang ditelaah harus diketahui maksud dan maknanya, 

dan kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul 

disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung atau penjelasan dari hasil 

wawancara dengan informan penelitian.   
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BAB IV  

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1. Gambaran Umum Kantor Camat di  Kecamatan Lubuk Dalam 

Kecamatan Lubuk Dalam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Siak Nomor 41 Tahun 2002 tanggal 28 Nopember 2002, yang 

merupakan hasil dari pemekaran dari Kecamatan Kerinci Kanan.  Kenyataan ini 

menunjukkan percepatan pertumbuhan wilayah yang semakin tinggi. Kondisi 

tersebut tentunya sangat membutuhkan strategi pengembangan yang optimal guna 

mengantisipasi arah pembangunan, penataan dan arah pengendaliannya.  

Pemekaran ini bertujuan untuk mempermudah penduduk dalam 

pelaksanaan kepengurusan administrasi dipemerintahan serta untuk 

mempermudah jangkauan pembangunan. Maka dengan demikian potensi dan 

pembangunan yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam ini akan lebih baik dan 

mudah dengan jangkauan pemerintahan yang lebih dekat. 

4.2. Letak Dan Kondisi Geografis Kecamatan Lubuk Dalam 

Dilihat dari kondisi wilayahnya Kecamatan Lubuk Dalam terletak antara 00 

20’- 00 38’ lintang utara dan 1010 38’ - 1010 56’ bujur timur. Wilayah 

Kecamatan Lubuk Dalam seperti pada umumnya wilayah Kabupaten Siak terdiri 

dari dataran rendah dan berbukit-bukit dengan struktur tanah pada umumnya 

terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah 

organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Kecamatan 

Lubuk Dalam secara umum berada pada daerah perbukitan dengan ketinggian 

antara 0-50 meter diatas permukaan air laut dengan kemiringan 3%-15%, dan 

mengalir banyak aliran sungai. 
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Luas wilayah Kecamatan Lubuk Dalam secara keseluruhan memiliki luas 

wilayah ±22.993 Ha, dengan Kampung terluas yaitu Kampung Lubuk Dalam 

dengan luas 82,25 Ha, rincian luas masing-masing kampung antara lain : 

Tabel 1.5 

Luas Wilayah Kampung di Kecamatan Lubuk Dalam 

 

 

No 

 

 

Kampung 

 

Pusat 

Pemerintahan 

 

Luas 

Wilayah 

(Ha) 

 

 

DUSUN 

 

 

RT 

 

 

RK 

Jarak 

Dengan Ibu 

Kota 

Kecamatan 

(Km)   

1 Lubuk Dalam Dusun Raja Gasib 82.25 3 20 5 1 

2 Rawang Kao Rawang Kao 81.17 3 13 3 1 

3 Sri Gading Dusun Sidomulyo 13.58 3 18 6 4 

4 Sialang Baru Dusun Pring Gading 16.94 3 21 6 3 

5 Sialang Palas Dusun Rejosari 10.83 2 16 4 7 

6 Empang Baru Dusun Sidomulyo 16.66 2 15 4 7 

7 Rawang Kao 

Barat 

Dusun Sialang Bakti 8.50 2 8 2 1 

 Jumlah 22.993 18 111 30  

Sumber : (Kantor Camat Lubuk Dalam 2023b) 

Pusat pemerintahan Kecamatan Lubuk Dalam terletak di Kampung Lubuk 

Dalam yang berjarak + 55 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten. Secara garis 

besar wilayah Kecamatan Lubuk Dalam terdiri atas lahan perkebunan yang 

didominasi oleh perkebunan sawit. Perkebunan tersebut sebagian besar dimiliki 

oleh perusahaan dan masyarakat.  Selain itu, lahan di Kecamatan Lubuk Dalam 

ditanami dengan tanaman pangan seperti jagung, singkong dan tanaman lain 

seperti salak, lada hitam dan lain sebagainya. 

Mengenai batas-batas wilayah Kecamatan Lubuk Dalam berbatasan 

dengan : 

 Sebelah utara berbatasan dengan   : Kecamatan Koto Gasib 

 Sebelah selatan berbatasan dengan  : Kecamatan Kerinci Kanan 
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 Sebelah Barat berbatasan dengan  : Kecamatan Tualang 

 Sebelah Timur berbatasan dengan  : Kecamatan Dayun 

Tabel 1.6 

Batas-batas Kampung Kecamatan Lubuk Dalam 
 

 

No 

 

 Kampung 

Batas Kampung 

Utara Selatan Barat Timur 

1 Lubuk Dalam Pangkalan 

Pisang 

Sialang Baru Pinang Sebatang Rawang Kao 

2 Rawang Kao Pangkalan 

Pisang 

Rawang Kao 

Barat 

Lubuk Dalam Sri Gading 

3 Sri Gading Kec. Koto Gasib Empang Baru Rawang Kao Buana Makmur 

4 Sialang Baru Lubuk Dalam Sialang Palas Kec. Tualang Lubuk Dalam 

5 Sialang Palas Sialang Baru Seminai Kerinci Kanan Empang Baru 

6 Empang Baru Rawang Kao Seminai Sialang Palas Buatan Baru 

7 Rawang Kao 

Barat 

Lubuk Dalam Empang Baru Sialang Baru Rawang Kao 

Sumber : Kantor Camat Lubuk Dalam (2023) 

4.3. Visi dan Misi 

Visi : 

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana 

instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat 

eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu 

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan 

citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada 

batasan tersebut, berikut Visi Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak: 

“TERWUJUDNYA KECAMATAN LUBUK DALAM SEBAGAI APARATUR 

PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG 

MAHA ESA BERTUMPU PADA PELAYANAN PRIMA” 

Misi : 
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Kebijakan mencapai Visi Kantor Camat Lubuk Dalam Kabupaten Siak 

dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik yang bersifat Internal maupun 

Eksternal. 

Beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih 

memfokuskan Strategi dalam rangka pencapaian Visi Kecamatan Lubuk 

Dalam secara efektif dan efesien maka disusun Misi Kecamatan Lubuk 

Dalam sebagai berikut : 

a. Meningkatkan etos kerja dan disiplin pegawai; 

b. Meningkatkan inisiatif pegawai; 

c. Mengembangkan pengalaman dan pengetahuan sesuai    bidang    

keahlian;  

d. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang bertanggung jawab; 

4.4. Tugas Pokok  dan Fungsi Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam  

Kecamatan adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota yang 

dipimpin oleh seorang camat. Camat berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan 

tugas-tugas umum pemerintahan, serta melaksanakan wewenang yang 

dilimpahkan kepala daerah dan tugas lainnya. Dalam hal ini, pemerintahan 

kecamatan melalui camat melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh kepala 

daerah (bupati atau walikota) untuk menangani beberapa urusan yang terkait 

dengan otonomi daerah.  

Ini termasuk perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, 

fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

daerah. Kantor Camat Lubuk Dalam adalah lembaga pemerintah daerah yang 
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melayani penduduk di kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura. 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 merinci tugas dan fungsi 

pemerintahan kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura. 

Ada beberapa pelayanan yang ada di Kantor Camat Lubuk Dalam sebagai 

salah satu tugas dari instansi tersebut ialah dalam non perizinan ada pelayanan 

terkait ahli waris, dispensasi menikah, rekomendasi keramaian, rekomendasi riset, 

legalisir, proposal, dan SKTM, Sedangkan terkait perizinan yaitu surat izin tempat 

usaha (SITU), izin reklame dan izin optikal. 

Adapun tugas dari setiap staf yang ada di Kantor Camat Kecamatan Lubuk 

Dalam sebagai berikut : 

a. Camat, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 

4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan dan daerah 

dan peraturan bupati; 

5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/ kampung 

dan kelurahan. 
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b. Sekretaris Camat, mempunyai tugas pokok membina dan melaksanakan 

urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi 

keuangan dan kepegawaian dilingkungan pemerintah kecamatan. Untuk 

melaksanakan tugas dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi : 

1. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, 

administrasi keuangan, aset daerah dan kepegawaian; 

2. Penyelenggaraan urusan umum, urusan rumah tangga, 

perlengkapan dan pemeliharaan, keprotokolan dan hubungan 

masyarakat; 

3. Penyelanggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; 

4. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian; 

5. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan 

kepada atasan; 

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum, tugas pokok Kepala Sub 

Bagian Perencanaan dan Umum adalah sebagai berikut : 

1. Membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas 

penyusunan rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, 

pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dibidang 

pengelolaan urusan administrasi umum, kehumasan, perpustakaan 

dan kearsipan; 

2. Menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi umum dan 

perkantoran; 
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3. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi; 

4. Mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi; 

5. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis (RENSTRA); 

6. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP); 

d. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian, adapun tugas pokok dari 

Kasubbag Keuangan dan Kepagawaian antara lain : 

1. Menyusun rencana operasional program kerja Subbagian 

Keuangan dan Kepegawaian; 

2. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; 

3. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan; 

4. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan 

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas 

umum; 

6. Melaksanakan pembendaharaan keuangan; 

7. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu 

pemegang kas; 

e. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan 

Dalam Melaksanakan tugas pemerintahan, Seksi Pemerintahan dan 

Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat dalam membina, 

mengkoordinasi dan melaksanakan tugas dibidang pemerintahan dan 

pelayanan. Seperti melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan 
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Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan perangkat 

daerah dan atau/ instansi terkait lainnya, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kampung Dan Kelurahan. 

Tugas pokok dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kampung dan 

Kelurahan adalah membantu Camat dalam membina, mengkoordinasi dan 

melaksanakan tugas bidang pemberdayaan masyarakat kampung dan 

kelurahan. Melaksakan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat 

untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan 

dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan 

kecamatan, seta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai 

program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja 

kecamatan; 

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, rincian tugas Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban Umum : 

1. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi 

ketentraman dan ketertiban umum; 

2. Menyelenggarakan pembinaan wawasan kebangsaan, perlindungan 

dan ketertiban masyarakat; 

3. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 

yang tugas dan fungisnya dibidang penerapan dan penegakan 

peraturan perundang-undangan; 
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4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan 

instansi lain (POLRI dan TNI) serta pemuka agama mengenai 

program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 

5. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan 

pencegahan bencana tingkat kecamatan; 

h. Seksi Kesejahteraan Sosial, tugas Pokok Seksi Kesejahteraan Sosial : 

1. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian 

keluarga berencana; 

2. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan 

pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga, perlindungan 

anak dan kehidupan beragama serta organisasi social 

kemasyarakatan lingkup tugasnya; 

3. Melaksanakan pembinaan dibidang sosial yang meliputi 

pengentasan kemiskinan, bantuan sosial serta bantuan korban 

bencana; 

4. Menyelenggarakan pembinaan peningkatan partisipasi dan gotong 

royong masyarakat; 

5. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang 

kesejahteraan sosial; 

6. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang tugas seksi kesejahteraan sosial dan menyiapkan 

bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah; 
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4.5. Struktur Organisasi 

                 Gambar 1.2 

Struktur Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam 

 
Gambar 1.1 Struktur Organisasai Kantor Camat Kecamamatan Lubuk Dalam 

Sumber : (Kantor Camat Lubuk Dalam 2023b) 

 

4.6. Rencana Strategis 

 Selanjutnya dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Lubuk 

Dalam, telah memuat tujuan dan sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama 

(IKU) Kecamatan Lubuk Dalam tahun 2021-2026, sebagaimana tabel 1.9 berikut 

ini 

 

 

  

FOTO

FOTO

FOTO FOTO

FOTO FOTO

FOTO FOTO

FOTO FOTO FOTO FOTO

FOTO FOTO

FOTO FOTO FOTO

CAMAT

M. AGUNG APANDI, S.STP, M.Si

NIP. 19850802 200412 1 001 

SEKRETARIS KECAMATAN

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

ZULFADLI, S.Sos

NIP. 19791122 200212 1 005

KEPALA SUB BAGIAN

PERENCANAAN DAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN

KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

NASRUN, S.Sos

NIP. 19831212 200901 1 005

M. JAUHARI, SE, M.Ak

NIP. 19800913 200604 1 004

Pengadministrasi Perencanaan dan Program Pengadministrasi Keuangan

KONIK ATUN ISLAMIYAH

NIP. 19810605 200801 2 018

ZAHARA

NIP. 19830803 200701 2 004

Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Keuangan

NELIMAWANI

NIP. 19830602 200801 2 009

RUSLAINI

NIP. 19780711 200801 1 021

KEPALA SEKSI

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

KEPALA SEKSIPEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG 

DAN KELURAHAN

KEPALA SEKSI

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KEPALA SEKSI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUTIMAN, SE

NIP. 19691226 200604 1 001

TUTY AGUSTINA, S.Sos

NIP. 19800820 201101 2 004

RICKI PRIMADANI, S.Sos

NIP. 19860901 200604 1 004

HERIZON, SP

NIP. 19790227 200701 1 001

Pengadministrasi Perizinan Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan Kelembagaan Pengadministrasi Panitia Adhoc dan Alat Kelengkapan Analis Pelayanan Sosial / Analis Masalah Sosial

NUR ASANI

NIP. 19680723 200701 1 014

RA’ I

NIP. 19810624 200801 1 008

ERNAWATI

NIP. 19830624 200701 2 003

JOHAN

NIP. 19720512 200906 1 004

INDRA PURWANTO

NIP. 19770201 200801 1 015

Pengadministrasi Pemerintahan Pengadministrasi Pemerintahan Pengadministrasi Rehabilitas Masalah Sosial
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Tabel : 1.7 

Tujuan Dan Sasaran Kantor Kecamatan Lubuk Dalam 

 

No 

 

Tujuan  

 

Sasaran 

 

Indikator 

Sasaran 

Target Kinerja Sasaran Pada 

Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Menguatkan  

Tata Kelola 

Pemerintahan 

Daerah 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja Dan 

Keuangan 

Daerah 

Meningkatnya 

Indeks 

Pelayanan 

Publik di 

Kecamatan 

Lubuk Dalam 

A A A A A A 

Sumber : LAKIP Kecamatan Lubuk Dalam tahun 2023 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

6. 1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan pada 

bab sebelumya bahwa analisis akuntabilitas publik di Kantor Camat Kecamatan 

Lubuk Dalam dapat disimpulkan : 

1. Akuntabilitas publik di Kantor Camat Lubuk di analisis dengan 

menggunakan kerangka  akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. 

Akuntabilitas publik di Kantor Camat Lubuk Dalam sebagian sudah 

dilaksanakan dengan baik meskipun belum seluruhnya maksimal. Dapat 

dilihat dari mekanisme akuntabilitas vertikal adanya pertanggungjawaban 

Kantor Camat dengan pihak Kabupaten/Kota, pertangunggjawaban 

tersebut ditandai dengan adanya penyusunan LKJiP (Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah) terdiri dari pelaporan kinerja, capaian kinerja hingga 

evaluasi kinerja, yang mana menjadi bahan laporan mendapatkan hasil 

pemantauan kinerja Kantor Camat Lubuk Dalam selama periode tertentu, 

yang mana mekanisme pelaporan tersebut sesuai dengan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan mekanisme 

akuntabilitas horizontal ditandai dengan adanya memberikan pelayanan 

yang maksimal kepada masyarakat, dan adanya pemberian informasi di 

ruangan Kantor Camat baik terkait alur pelayanan hingga struktur 

organisasi. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa Kantor Camat Lubuk Dalam 
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memiliki banner atau spanduk yang berisi informasi pemerintahan. 

Namun, dalam hal penyebaran informasi publik yang dapat diakses secara 

online Kantor Camat Lubuk Dalam belum dapat melaksanakannya. 

2. Faktor penghambat akuntabilitas publik di Kantor Camat Lubuk Dalam 

adalah kurangnya penyebaran informasi terkait capaian kinerja instansi 

yang telah dilakukan setiap tahunnya. Hal ini serupa dengan belum dapat 

memberikan informasi terkait kegiatan atau informasi mengenai instansi, 

hal ini disebabkan karena tidak adanya bagian yang bertanggung jawab 

atas penyebaran informasi. Hambatan lainnya seperti kurang adanya 

koordinasi pemimpin dengan para pegawai terkait evaluasi kinerja yang 

belum mendapatkan tindak lanjut oleh instansi, serta juga kurangnya 

motivasi untuk melakukan perbaikan terkait hasil evaluasi yang perlu di 

tindak lanjuti oleh instansi. 

6. 2 Saran  

Saran atau masukan yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi Kantor 

Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura dapat diberikan 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Adapun saran-saran yang ingin di 

sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakannya akun sosial media atau website resmi yang berisikan 

informasi terkait dengan Kecamatan Lubuk Dalam, agar dapat memberi 

kemudahan bagi publik mendapatkan informasi terkait Kecamatan Lubuk 

Dalam dan menjadikan wadah tersebut berinteraksi dengan lingkungan 

masyarakat sekitar. 
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2. Menambah inovasi pada pelayanan PATEN agar menjadi lebih baik dan 

membuat para masyarakat merasakan kepuasan pada pelayanan yng 

diberikan oleh Kantor Camat Lubuk Dalam. 

3. Menyediakan fasilitasi pertemuan atau forum dialog rutin antara camat dan 

masyarakat setempat untuk mendengarkan aspirasi, masukan, dan masalah 

yang dihadapi oleh warga. Ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan. 

4. Manfaatkan teknologi untuk mengotomalkan beberapa tugas administratif 

dan mengurangi waktu pemrosesan dokumen. Ini dapat mencakup 

penggunaan perangkat lunak manajemen kantor dan sistem keuangan yang 

terintegrasi. 

5. Untuk memperbaiki kekurangan yang ada di tahun sebelumnya sebaiknya 

memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam 

mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, melakukan perbaikan dan 

peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas 

kinerja internal. 

6. Menumbuhkan rasa motivasi bagi setiap pegawai agar hasil evaluasi 

sebelumnya dapat di tindak lanjuti dan menjadikan Kantor Camat Lebih 

baik. 
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LAMPIRAN 

PEDOMA WAWANCARA 

1. Bagaimana kantor ini berupaya meningkatkan akuntabilitas publik? Struktur 

Organisasi dan Tanggung Jawab: 

2. Apa tanggung jawab utama dari setiap unit atau bagian terkait dengan 

akuntabilitas publik? 

3. Bagaimana kantor ini memberikan akses kepada masyarakat terkait informasi 

publik? 

4. Apakah ada kebijakan transparansi yang telah diimplementasikan? 

5. Bagaimana kantor ini melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan 

atau perencanaan program? 

6. Apa langkah-langkah konkret yang diambil untuk mendengarkan dan 

merespons masukan masyarakat? 

7. Bagaimana Kantor Camat Lubuk Dalam mengevaluasi kinerjanya dalam hal 

akuntabilitas publik? 

8. Apakah terdapat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian tujuan? 

9. Bagaimana kantor ini menyampaikan laporan kinerja dan informasi penting 

kepada masyarakat? 

10. Apakah ada saluran komunikasi khusus untuk memberikan umpan balik dari 

masyarakat? 

11. Apakah pegawai di Kantor Camat Lubuk Dalam mendapatkan pelatihan 

berkala terkait etika dan tanggung jawab publik? 



 

 

12. Bagaimana pengembangan staf mendukung peningkatan akuntabilitas? 

13. Apa hambatan utama yang dihadapi oleh Kantor Camat Lubuk Dalam dalam 

mencapai tingkat akuntabilitas yang diinginkan? 

14. Bagaimana kantor ini mengatasi tantangan tersebut? 

15. Jika adanya tantanga maka ada pula faktor pendukung apa sja faktor yang 

mendukung pencapainya tingkat akuntabilitas publik di kantor camat? 

16. Apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh Kantor Camat Lubuk Dalam 

untuk terus meningkatkan akuntabilitas publik? 

17. Bagaimana inovasi diintegrasikan untuk meningkatkan transparansi dan 

efisiensi? 

18. Apakah instansi adanya jalur komunikasi penampungan terhadap masyarakat 

mengenai pengaduan atau saran dan kritis dari masyarakat? 

19. Bagaimana sistem pelaporan yang dilakukan oleh instansi terkait akuntabilitas 

tersebut ? 

20. Apakah hasil pelaporan atau penilain instansi tersebut di sebarkan kepada 

publik ? 

21. Bagaimana sistem evaluasi yang dilakukan oleh instansi dalam memperbaiki 

segala bidang yang ada di kantor camat ? 

22. Apakah hasil evaluasi instansi tersebut di sebarkan kepada publik sebagai 

informasi yang menunjang adanya transparansi ? 

Wawancara terhadap pegawai Administrasi : 

1. Apakaha ada hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ? 

2. Bagaimana cara untuk menghadapi hambatan tersebut? 



 

 

3. Apakah adanya sistem penilaia terkait pelayanan yang dilakukan oleh 

masyarakat? 

4. Apakah Anda merasa bahwa proses pemberian pelayanan di kantor camat 

sudah cukup transparan dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat? 

Jika tidak, bagaimana Anda melihat perbaikan yang dapat dilakukan? 

5. Apakah terdapat mekanisme atau prosedur tertentu yang membantu Anda 

memastikan bahwa informasi terkait dengan pelayanan publik dapat 

disampaikan dengan jelas kepada masyarakat? 

6. Apakah Anda memiliki rekomendasi atau saran untuk meningkatkan 

akuntabilitas publik dan pelayanan kepada masyarakat di kantor camat? 

7. Apakah ada inisiatif atau program khusus yang diimplementasikan oleh kantor 

camat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat 

akuntabilitas publik? 

Wawancara terhadap masyarakat : 

1. Bagaimana menurut Anda tingkat transparansi di kantor camat dalam 

menyajikan informasi terkait kegiatan ? 

2. Bagaimana pendapat Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan di kantor camat? Apakah ada saluran komunikasi atau 

forum yang memungkinkan partisipasi publik? 

3. Apakah Anda merasa bahwa kantor camat melibatkan masyarakat dalam 

proses perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek publik? Jika tidak, 

bagaimana menurut Anda dapat ditingkatkan? 



 

 

4. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

kantor camat? Apakah ada aspek tertentu yang perlu diperbaiki? 

5. Bagaimana cara kantor camat memberikan pertanggungjawaban terkait 

informasi publik kepada masyarakat? Apakah ada laporan keuangan atau 

informasi lain yang dapat diakses secara terbuka? 

6. Apakah ada jalur pengaduan untuk masyarakat terkait dengan kinerja atau 

praktek-praktek yang dianggap tidak akuntabel di kantor camat? 

7. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan 

akuntabilitas publik di kantor camat dan memperkuat keterlibatan masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan? 
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